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ABSTRACT

in the process of criminal investigation by kepialis sektor pasir penyu are not always
smooth as expected, sometimes also have barrggrar not expected. Today we know that
the purpose of the criminal law in general, to ecbtthe interests of the individual
(individual) or human rights and protect the inggseof society and the state required the
implementation of the criminal investigation thefith violence using firearms in kepolisian
sektor pasir penyu. purpose of this thesis, namElgst, to determine the conduct of
investigations of theft to violent crime using aefirm in kepolisian sektor pasir penyu,
Second, to determine the barriers faced in théartsfto investigate the crime of theft with
violence using firearms in region Sand Turtle poliaw, Third, to know the efforts made by
the police in the investigation to overcome oh&sdh the implementation of the crime of
theft with violence using firearms in the regionLaiw kepolisian sektor pasir penyu.

From the research, three main problems that camfeered. The first implementation of
criminal investigation theft with violence usingdarms laws in the regions of kepolisian
sektor pasir penyu has gone well, the investigatimme by processing crime scenes,
observations, interviewssurveillance, under cover, tracking, research and document
analysis. Second, kepolisian sektor pasir penyudrarin the investigation of the crime of
theft with violence include: (i) the lack factor ajity and quantity of human resources (ii)
Factors lack of facilities and infrastructure, )(iliack of public awareness factor in
cooperation with the police, (iv) lack of resourc@g difficulty in disclosure of evidence, the
Third, efforts of the kepolisian sektor pasir penyu overcoming obstacles in the
investigation of the crime of theft with violencsing firearms in the form of: (i) Providing
training for police officers, (ii ) Looking for aalternative use of facilities and infrastructure
and complete facilities and infrastructure are ilagk(iii) Cultivate a good relationship with
the community, (iv) Finding and publishes wantedt,li(v) Perform Preventive and
Repressive efforts. Advice Author, First, that gadice in the investigation done quickly, and
right, because then the interests of the victim #uedperpetrator can be met to receive legal
consequences for his actions, Secondly, to be room@perative society to assist the task
force, and more vigilant in the prevention of thiene of theft with violence using firearms
and a police officer for his own, the Third, to tihead of the police facilities and
infrastructure to complement the police so that ploéce can do the job in a short time
efficiently with best results.

Key word: Implementation of Investigation - Crime of ThefttivViolence Using Firearms -
in kepolisian sektor pasir penyu.



A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkamatam (rechtsstaat), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstadt)tetdabut menunjukkan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersetara tegas tercantum dalam Pasal 1
ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semmawaygara di lindungi oleh hukum
dan negara.

Pada era globalisasi seperti saat ini perkembatgdaologi sangat maju. Semakin
maju teknologi semakin banyak pula tindak pidanagyalapat dilakukan seseorang
dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup yamglsn mahal, masyarakat dengan
tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung umtlak tmemperdulikan norma atau
kaidah hukum yang berlaku. Pada prinsipnya bilgdertindak pidana apabila semakin
meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsanegara, kerugian-kerugian dapat
membawa dampak negatif di bidang politik, ekonosogial, budaya, hukum, rendahnya
moralitas, dan kerugian-kerugian lainrya.

Dengan terjadinya tindak pidana menimbulkan pesodlagaimana dan siapa
yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pitl&sam Undang-Undang Nomor
2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republibmedia Pasal 4 di jelaskan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan kintmewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharkegananan dan ketertiban
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terseleaggar perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, demrainanya
ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggaasi manusia

Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang berwenalandmenindak pelaku
tindak pidana ialah kepolisian. Oleh karena ituadeltugas menjaga keamanan dan
ketertiban didalam masyarakat, kepolisian diberikamwenangan oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugagadieya suatu tindak pidana.
Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 ayat 5 KUHAP “Blaikan adalah serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukarnusparistiva yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidakigkutan penyidikan menurut cara
yang di atur dalam undang-undang”

Anggota kepolisian yang melakukan penyelidikan llisepenyelidik, menurut
Pasal 1 ayat 4 KUHAP penyelidik adalah pejabatspolegara Republik Indonesia yang
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk medaku penyelidikan. artinya
penyelidik adalah setiap pejabat kepolisian, jatau pejabat lain tidak berwenang
melakukan penyelidikan

Tindak pidana yang kerap terjadi didalam masyara@dlah tindak pidana
Pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencdeagan kekerasan diatur dalam
Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama semion pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasaauaancaman kekerasan,
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan raempermudah

! Bambang Waluyoyiktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, him.
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®Mukhlis. R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Peky@LRI Dengan Perkembangan Delik-Delik
Di Luar KUHP”, Artikel Padalurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1 Ass
2012, him 55



pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untemumgkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap no@sgi barang yang dicuri.

Tindak pidana ini kerap terjadi dengan berbagaia caalah satunya adalah
menggunakan senjata api. Di era sekarang ini ddpatakan bahwa tidak hanya
anggota kepolisian atau TNI saja yang dapat merajgun senjata api tetapi kini
masyarakat pun dapat mendapatkan senjata api besiaslegal maupun ilegal, yang
dapat disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidakabggung jawab untuk
melakukan suatu tindak pidana seperti curas mera@un senpi.Pengaturan
kepemilikan senjata api secara tegas diatur daksalR ayat 1 Undang-Undang Darurat
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berbuny

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indomessnbuat, menerima,
mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba rabkgar menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempulatgen miliknya,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakatau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata apinianatau sesuatu bahan
peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukureaja@ seumur hidup
atau hukuman penjara sementara setinggi-tinggioggpdluh tahun

Tindak pidana jenis ini pun terjadi di wilayah ketatan Pasir Penyu, kecamatan
yang terletak diwilayah kabupaten Indragiri Hulued@matan Pasir Penyu ini adalah
sebuah kecamatan yang mengalami perkembangan yangats pesat sehingga
memungkinkan banyaknya terjadi tindak pidana teukdmdak pidana pencurian dan
kekerasan.

Dalam proses penyelidikan tindak pidana oleh PoRakir Penyu tidak selalu
lancar seperti yang diharapkan, terkadang juga magg) hambatan-hambatan yang
tidak diharapkan. Seperti kurangnya sumber dayausianyang potensial, minimnya
anggaran operasional Polsek di bandingkan luayahldukum Polsek Pasir Penyu yang
mencakup 2 kecamatan, sarana dan prasarana yalkgnteinadai sehingga membuat
proses penyelidikan tidak berjalan efektif sesaaigydiharapkan.

Dewasa ini kita ketahui bahwa tujuan hukum pidam@ap umumnya untuk

melindungi kepentingan orang perseorangan (indjvadau hak-hak asasi manusia dan
melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat degana® Dengan tujuan tesebut
diharapkan terciptanya keamanan dan ketertibaendiih-tengah masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, petais@enyelidikan tindak pidana
pencurian dengan kekerasan menggunakan senjataeaprik untuk diteliti. Teori yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teondak pidana, teori penyelidikan, dan
teori penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, makalipenengambil beberapa
pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan tindak pidanacysian dengan kekerasan

menggunakan senjata api di Wilayah Hukum Polsek Pasyu?

3 E.Y. Kanter Dan S.R. SiantuAsas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta :
Storia Grafika, 2002, him. 55.



2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisiarardapelaksanaan penyelidikan
tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengguns&ajata api di Wilayah
Hukum Polsek Pasir Penyu?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisiaardainengatasi hambatan dalam
pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencuriargale kekerasan menggunakan
senjata api diwilayah Hukum Polsek Pasir Penyu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Pendlitian
a) Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan tindattamq@ pencurian dengan

kekerasan menggunakan senjata api di Wilayah Hukolsek Pasir Penyu.

b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam upenygelidikan tindak pidana
pencurian dengan kekerasan menggunakan senjatd &pilayah Hukum Polsek
Pasir Penyu.

c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak keolisdalam mengatasi
hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan tindak naidpencurian dengan
kekerasan menggunakan senjata api diwilayah HukniseR Pasir Penyu.

2. Kegunaan Penelitian

a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setgpua@ tinggi yaitu sebagai
syarat dalam menempuh ujian akhir untuk mempergéar sarajana hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Riau.

b) Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidakgnkhususnya tentang
pemahaman dalam penyelidikan tindak pidana penctudangan kekerasan
menggunakan senjata api di wilayah Hukum Polsek Pasiyu terutama dalam hal
penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegiaknh dalam meminimalisir
tindak pidana tersebut.

c) Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almami@i@n menambah khasanah
hukum acara pidana yang berkenaan dengan perak géifean upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencurian diwildyddum Kepolisian Sektor
Pasir Penyu dan sebagai referensi penulisan priogkigasi selanjutnya.

D. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ada@mpiris penelitian hukum
sosiologis. Penelitian empiris yaitu pendekatangdancara melihat dari segi kenyatan
yang terjadi dilapangahSedangkan sifat penelitian adalah deskritif yaegujuan
memberikan gambaran secara jelas tentang masaigtditaliti.
2. Lokas Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah diyala hukum Kepolisian Sektor
Pasir Penyu, karena masih terjadinya tindak pidpeacurian dengan kekerasan
menggunakan senjata api diwilayah hukum Polsel Pasiyu.
3. IPopulasi dan Sampe;
a) Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objefatteairi yang sama. Populasi
dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau),nkajiadian, kasus-kasus,
waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yangasafAdapun yang dijadikan

* Bambang Sugondjetode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 1996, him 28



populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukaitu Kepolisian Sektor Pasir
Penyu, korban dan saksi

b) Sampel
Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melaku&aalpian ini maka penulis
menetukan sampel, dimana sampel adalah merupakgianbdari keseluruhan
populasi, dan metode yang dipakai adalsletode PurposiveSampling yaitu
merupakan suatu cara pengambilan data dilakukargadenerlebih dahulu
menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

E. Pembahasan
1. Pelaksanaan penydidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
menggunakan senjata api di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasir Penyu
Masyarakat berkembang menjadi semakin komplekgjdaaserta hubungan

tersebut menjadi lebih mendesak kita sekarang hediténgah-tengah perubahan
sosial yang besar sehingga untuk effesiensi daan&atan pengurusan kehidupan
warganya diperlukan pembagian kerja dan pengkhosésgahatan sebagai gejala
sosial memperlihatkan peningkatan dan intensitagyguanaan hasil tehnologi dan
cara-cara modern. Oleh karena itu maka apa yaa tbkenal sebagai tugas polisi
diserahkan kepada badan negara tersendiri yangndkem Kepolisian Republik

Indonesia.

Polisi di dalam menyelenggarakan Keamanan dan #earmasyarakat tidak
berdiri sendiri, sebab pada hakekatnya seluruhataly dalam kesadarannya untuk
menegakkan hukum, keamanan dan ketertiban masyaméagan menggunakan
media dan sarana-sarana lain adalah pelaksanahdadah masyarakat, baik yang
bersifat psikis maupun phisik, turut berperanaramdlam menyelenggarakan tugas
kepolisian dalam bentuksosial control " . Karena pada dasarnya keamanan dan
ketertiban masyarakat (kamtibmas) itu, dalam gkjgeng dahsyat dalam kehidupan
abad tehonologi dan informasi dewasa ini, harusrthbankan bersama-sama rakyat.

Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencuriamgate kekerasan
menggunakan senjata api di wilayah hukum polsek Pasyu berjalan dengan baik
walaupun masih banyak kekurangan yang harus sdgesdaiki oleh kepolisian agar
tujuan yang hendak dicapai terwujud. Berdasarkadadg-Undang Nomor 2 Tahun
2002 polisi memiliki tugas untuk:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

2. menegakkan hukum,

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayakapada

masyarakat.

Penyelidik Polsek Pasir Penyu dalam melaksanakgasiya mempunyai
pedoman berdasarkan Pasal 12 Perkap Nomor 14 @0l tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikanipoét

1. Pengolahan TKP
Langkah pertama dalam proses penyelidikan tentlalageengolahan TKP
(Tempat Kejadian Perkara). Yang dimaksud pengolalitéR adalah mencari
dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang,hdkttitastersangka, dan

> Satjipto RahardjoPendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009,
him. 7.



Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan setagpu Dilokasi TKP tugas
pertama yang akan dilakukan oleh Polsek Pasir Peadalah melakukan
pengamanan lokasi dengan memberi garis pembatdgasiilkejadian sehingga
hanya penyelidik yang dapat msk ke lokasi kejadelama proses penyelidikan
dilakukan, atau yang dikenal dendamlice Line.Pengolahan TKP juga berguna
agar proses penyidikan selanjutnya akan semakarater mencari hubungan
antara saksi/korban, tersangka, dan barang buktyparoleh gambaran modus
operandi tindak pidana yang terjadi, dan dapat neempdah dalam membuat
daftar pencarian orang (DPO).
Dalam menentukan suatu perbuatan adalah perbuadanapatau tidak,
polisi mengumpulkan minimal 2 bukti permulaan yangup dari 5 alat bukti
yang diatur dalam Pasal 184 KUHARPengambilan dan pengumpulan barang
bukti juga harus dilakukan dengan cara yang begar tddak adanya jejak yang
akan menghilangkan barang bukti. Pengumpulan bdsahkty dapat dilakukan
mulai dari’
a. jalur masuk dan keluar pelaku:
1) Bekas ban kendaraan yang pelaku gunakan,
2) Bekas langkah kaki pelaku.

b. Padatempat masuk atau keluar pelaku
1) Menemukan sidik jari pelaku yang berguna untuk rdergifikasi

pelaku,

2) Bekas alat pembongkar saat pelaku akan masuk ke TKP

c. Didalam TKP yang akan dicari adalah:
1) Sidik jari pelaku,
2) Barang-barang yang digunakan oleh pelaku yangggyai,
3) Darah bila menimbulkan korban jiwa,

d. Jika adanya korban maka akan dilakukan visum padauh korban,
untuk menentukan:
1) Darah,
2) Luka,
3) Bekas Perlawanan dari korban.

2. Pengamataropservasi)

Pengamatan dilakukan guna melakukan pengawasamd&grhobjek,
tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkéormasi-informasi yang
dibutuhkan, dan untuk mendapatkan kejelasan atdéengieapi informasi yang
sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasawlikataiui sebelumnya.
Pengamatan oleh Polsek Pasir Penyu dilakukan dengagamati gerak gerik
seseorang yang dicurigai sebagai pelaku ataupurbargmsehingga terjadinya
tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunsdwapi. Salah satu
faktor mengapa tindak pidana curas senpi ini memachadona dalam pelaku
menjalankan aksinya dikarenakan adanya faktor bakeraakin beraninya
pelaku dengan menggunakan senpi atau semakin gadeetaku menggunakan
senpi, karena pada saat pelaku menggunakan serkd masyarakat pun
menjadi takut untuk melakukan perlawanan, berbedlyh jika pelaku
menggunakan parang, atau benda-benda lainnya radaitketakutan pelaku
jika dikeroyok masyarakat.

® Wawancara dengan Anggota Reserse Polsek Pagin RRTU Suryanto, bertempat di Mopolsek
Pasir Penyu pada tanggal 10 April 2013 pukul 1v&0
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3. Wawancarai(terview)

Wawancara dilakukan Polsek Pasir merupakan satalpsanadona dalam
melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian rgangkan senpi ini,
karena menggunakan waktu yang relatif sebentarwaifeara dilakukan pihak
kepolisian untuk mencari informasi tentang bagaenderjadinya tindak
pidana, ciri-ciri pelaku, ada tidaknya orang yarmgidgai.

4. Pembuntutans(rveillance)

Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelak@akipidana atau orang
lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tinddenpi mencari tahu
aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringanalpel tindak pidana, dan
mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpabarang hasil kejahatan.
Untuk pembuntutan ini jarang dilakukan oleh anggB&serse Polsek Pasir
Penyu, disebabkan keterbatasan penyelidik yanglikinaleh Polsek Pasir
Penyu, tetapi walaupun demikian Polsek tetap bdmkasi kepada Polres INHU
untuk ikut membantu melakukan penyelidikan tindadkapa pencurian dengan
kekerasan senpi ini.

5. Penyamaranufider cover)

Penyamaran dilakukan dengan cara menyusup ke damlgkungan target
atau orang yang dicurigai sebagai pelaku tindakanmad tanpa diketahui
identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan mtfmumasi, menyatu
dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran kadompok tersebut,
guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidaRanyamaran ini sering
dilakukan oleh anggota Reserse bekerja sama denggikam Polsek Pasir
Penyu selaku penyelidik. Penyamaran yang dilakudangan bermacam-
macam cara, agar dapat memudahkan penyelidik memfarmasi tentang
persembunyian pelaku, maupun mencari informasatgntencana-rencana dari
kelompok tertentu guna meilakukan antisipasi perf@yasebelum kelompok
tersebut melakukan tindak pidana curas senpi.

6. Pelacakantfacking)

Pelacakan bertujukan guna mencari dan mengikuteraelaan pelaku
tindak pidana dengan menggunakan teknologi infornmaslakukan pelacakan
melalui kerja sama dengan Interpol, kementeriambbga, badan, komisi,
instansi terkait; dan melakukan pelacakan aliramadgang diduga dari hasil
kejahatan. pelacakan yang dilakukan anggota Redeoések Pasir Penyu
sebagai penyelidik, dilakukan dengan bantuan @alres INHU karena
terbatas nya sarana dan prasarana yang di miligeR®asir Penyu.

7. Penelitian dan analisis dokumen.

Penelitian dan analisis dokumen bertujuan mengkémgakumen yang
diduga ada kaitan dengan tindak pidana, dan mergdih menganalisis
dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi peertkadak pidana serta
modus operandinya.

2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyedlidikan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di Wilayah
Hukum Kepolisian Sektor Pasir Penyu

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mevajudieinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-ke&iagi hukum adalah pikiran-
pikiran hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuatdang-undang yang
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangamgdSkita dengar dalam rangka
penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi digatu sebagai pelengkap asas



legalitas, yaitu asas hukumyang menyatakan bahti@psendakan atau perbuatan
administrasi negara harus berdasarkan ketentuangrshdand.

Diketahui bahwa pelaksanaan penyelidikan tindaklgma pencurian dengan
kekerasan mengunakan senjata api diwilayah hukupolisgan Sektor Pasir Penyu
belum terlaksana dengan baik. Hal ini diperoleh dasil wawancara penulis dengan
Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyu dan anggota RasRolsek Pasir Penyu. Dalam
upaya melaksanakan penyelidikan terhadap kasusugamcdengan kekerasan
menggunakan senjata api, pihak kepolisian dalamnhdhususnya Reserse Polsek
Pasir Penyu mengalami banyak hambatan-hambatandggreay mengganggu bahkan
batalnya upaya penyelidikan yang dilakukan oleloksjan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Polisi SeRasir Penyu dalam
melakukan penyelidikan adaldh:
a) Faktor minimnya kualitas dan kuantitas sumber dagausia

Dari segi kualitas aparat penegak hukum yang adBotiek Pasir Penyu
belumlah memuaskan. Hal ini disebabkan masih mipampengetahuan juga
pelatihan-pelatihan bagi anggota kepolisian untukningkatkan kesiagaan
maupun responsif terhadap setiap tindak pidana yemadi. Selain itu tingkat
pendidikan terakhir yang kebanyakan adalah tam@MA dan sedikitnya yang
menempuh pendidikan perguruan tinggi menjadi salatu faktor penyebab
lemahnya penegakan hukum.

Tidak hanya minimnya kualitas yang dimilki oleh &k Pasir Penyu,
minimnya kuantitas juga menjadi faktor penunjanchdaembatnya penegakan
hukum. Saat ini hanya terdapat 8 anggota reskriRotiek Pasir Penyu. Dengan
hanya 8 orang harus melakukan banyaknya laporamiriaiitas yang terjadi di
dalam masyarakat menjadi hal yang sangat miriskupgmegakan hukum yang
diharapkan berjalan dengan baik. Ideal jumlah atagygeskrim yang harus di
miliki Polsek Pasir Penyu adalah 30 orang, sehinygaes penegakan hukum
dapat berjalan dengan baik.

Keberhasilan hukum pidana untuk menanggulangi kinpidana pencurian
dengan kekerasan tidak hanya ditentukan oleh serapya formulasi kebijakkan
hukum yang dirumuskan dalam hukum positif, melankelah lebih dari itu
keberhasilannya sangat tergantung kepada aparaty yarelaksanakan
penyelidikan sebagai langkah awal penegakan hukdal. ini dikarenakan
karakteristik yang khas dari tindak pidana curaspséi sebagai suatu tindak
pidana konvensional, konsekuensinya, aparat penbgkkm harus memiliki
kemampuan lebih dalam profesi didalam menangadakirpidana curas senpi
dalam hal ini profesionalisme dan keberanian ma@dhrat penegak hukum
dituntut sekaligus diuji untuk melakukan terobos#lam penegakan hukum
sehingga tercapai tujuan yang diharapkan hukurseitwliri.

b) Faktor minimnya sarana dan prasarana

Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannyaged&an hukum mencakup
tenaga manusianya, peralatannya dan keuangan.@dapga sarana dan fasilitas
tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akalatgsung dengan lancar.
Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain, mempcakmaga manusia yang

8Nyoman Serikat Putra Jay&eberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung , 2008, him 135
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berpendidikan dan terampil, organisasi yang baggalptan yang memadai,
keuangan yang cukup, dan seterusnya, kalau hakhsgbut tidak terpenuhi,
maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujadhn

Salah satu hambatan yang umum di alami oleh kemolsdalah sarana dan
fasilitas yang diberikan negara kepada Polisi. Begiga dengan Polsek Pasir
Penyu pun memiliki hambatan yang serupa yaitu sadan prasarana seperti
salah satunya mobil operasional Polsek, mobil katlan 1992 pun masih setia
digunakan untuk mengejar pelaku yang menggunakpedsemotor apa lagi
mobil keluaran terbaru tentunya tidak akan mend@pabasil yang memuaskan,
kadang kala juga pada saat polisi menerima lap@®aiisi juga harus menerima
cobaan dengan rusaknya mobil pattblBehingga membuat keterlambatan polisi
sampai ketempat kejadian. Dengan situasi sepertihngndaknya kendaraan
operasional yang harus dimiliki oleh Polsek Pasmy® adalah 7 unit mobil dan
20 unit motor, sehingga dengan terpenuhinya sadama fasilitas dapat juga
menjadi penunjang keberhasilan kepolisian dalamygdghkan tindak pidana
pencurian dengan kekerasan.

Dengan demikian, bahwa sarana dan fasilitas mengpysgranan penting
didalam penegakan hukum. Tanpa adanya saranasibia$atersebut, tidak akan
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yaragusatya dengan peranan
yang aktual.

Faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam mekgjasama dengan polisi

Kedasaran hukum pada hakikatnya adalah kesadarag pada setiap
manusia apa hukum itu atau apa seharusnnya hukusudtu kategori tertentu
dari kejiwaan manusia untuk dapat membedakan arttalaum dan tidak
kesadaran hukum, antara yang dilakukan dan tidékukan® Kesadaran
hukum akan ada, apabila warga negara mempunyaiapahdertentu terhadap
perilaku yang nyata dari pejabat-pejabat dan atakibut tertentu dari pejabat
yang dikaitkan dengan rasa keaditan.

Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mawpuwkan tindak pidana
curas senpi yang dialami nya adalah:

a. Korban atau pelapor diancam, sehingga tidak beraelaporkan
kejadian yang dideritanya.

b. Korban atau pelapor enggan berurusan dengan péksena
beranggapan akan mengeluarkan sejumlah uang ggaratmya di
proses,

c. Korban atau pelapor beranggapan bahwa laporarbtertidak akan
diproses polisi.

Tindak pidana curas senpi merupakan delik biasg yaembutuhkan laporan
dari korban, jika korban melaporkan kejadian teusepolisi harus menindak

¥s0erjono Soekanto, Soerjono Soekarfaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 208t 37
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lanjuti laporan tersebut. Dengan kurangnya kesadarasyarakat terhadap
hukum dan kerjasamanya pihak polisi dengan masgarséhingga membuat
Polsek Pasir Penyu sulit untuk mengungkap tindd&ma tersebut

d) Kurangnya sumber informasi.

Sumber informasi merupakan salah satu faktor haanbgéng sangat sering
dialami oleh pihak Polsek Pasir Penyu. Minimnya leminformasi tentang
terjadinya tindak piadana ataupun keberadaan pelaambuat kesulitan
tersendiri bagi polisi sehingga membuat proses gahlgan berjalan dengan
lambat®. Polsek Selalu ingin melakukan tugasnya dengaepségya sehingga
tidak ada citra bahwa polisi tidak melaksanakamsnga dengan baik, tetapi jika
sedikitnya sumber informasi tentang pelaku maka uanhPolsek Pasir Penyu
seperti tidak dapat berbuat apa-apa sambil menurmggu mencari adanya
informasi dari masyarakat dan akan segera di tiddajuti oleh Polsek Pasir
Penyu.

e) Sulitnya pengungkapan alat bukti

Yang menjadi penghambat polisi dalam menemukarn daksm tindak pidana
curas senpi yang tidak adanya saksi yang melihaipora mendengarkan
kejadian tersebut kecuali saksi korban sendiri jdga tidak ada nya jejak yang
ditinggalkan oleh pelaku seperti selongsong peluru.

Ketidak adanya saksi tersebut membuat penyelidideh kepolisian agak
bejalan lambat. Dan juga tidak adanya saksi yanggetahui kemana arah
perginya pelaku setelah melakukan aksinya, sehidgggan keadaan seperti itu
akan dituntut kejelian polisi untuk mengungkap kelgang telah berhasil kabur.
Sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyaragsati&eolisi.

3. Upaya yang dilakukan pihak kepolisan dalam mengatasi hambatan dalam
pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
menggunakan senjata api diwilayah Hukum Kepolsian Sektor Pasir Penyu

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi olehelPd®saisir Penyu dalam

menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasamggunakan senjata api,
maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepol&ektor Pasir Penyu untuk
mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu:

a) Mengadakan pelatihan bagi anggota kepolisian
Mengadakan pelatihan bagi anggota kepolisian teragaolisi yang baru lulus
pendidikan di sekolah kepolisian untuk menumbuhkamtal dan kesiap siagaan
untuk menanggulangi tindak pidana yang terfddalam hal narasumber Polsek
Pasir Penyu mengundang pelatih-pelatih kepolisiaik Wi tingkat Kepolisian
Resort Indragiri Hulu maupun Kepolisian Daerah Riau
b) Mencari alternatif penggunaan sarana dan prasal@mamelengkapi sarana dan
prasarana yang kurang
Dengan tidak adanya transportasi yang mamadainggara yang diberikan
kepada Polsek Pasir Penyu tidak menjadi alasan g@@ngejaran tidak dapat
dilakukan. Pengejaran dilakukan oleh kepolisian ggenakan kendaraan pribadi
maupun bantuan dari masyarakat, baik kendaraaadinibda 2 maupun roda*4.

Wawancara dengan Anggota Reserse Polsek Pasir R#RYlW Suryanto, bertempat di Mopolsek
Pasir Penyu pada tanggal 10 April 2013 pukul 1v&0
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Pengejaran yang dilakukan pihak kepolisian ber#asadari keterangan dan
informasi dari korban, saksi maupun, masyarakdiatiap arah lari pelaku dan
orang-orang yang dicurigakan.

Upaya ini dirasakan sangat efektif yang dilakukafs&k Pasir Penyu karena
setiap tindak pidana yang terjadi sangat meresaimkamyarakat yang diharapkan
pelaku secepatnya dapat ditangkap.

c) Menumbuhkan hubungan yang baik dengan masyarakat

Ketidak harmonisan hubungan polisi dan masyarkaipta karena takutnya
masyarkat pada saat berurusan dengan polisi, pamikeperti itu harus diubah
oleh masyarakat sehingga terjadinya hubungan lkenasantara polisi dan
masyarakat, dengan melakukan gotong royong bersaasgrakat setiap akhir
pekan dan juga berpartisipasinya polisi dikegidagiatan yang diadakan
dikelompok-kelompok masyarakat, sehingga terbinaa nyubungan yang
harmonis.

Jika adanya korban kejahatan yang tidak mau meétapdindak pidana yang
dialaminya, maka pihak Kepolisian Sektor Pasir Renyemanggil atau
mendatangi rumah korban untuk diberikan arahan atasukan agar tindak
pidana yang ia alami dapat diproses secara hukum.

Karena tindak pidana curas senpi ini merupakanaknpidana biasa yang
dapat dilakukan penyelidikan apa bila adanya lapdixi orang yang dirugikan.
Dan juga bertujuan dilakukan langkah ini oleh Poldeasir Penyu untuk
menghilangkan pandangan bahwa setiap laporan hads biaya yang
dikeluarkan agar laporan tersebut dapat diproses.

d) Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang
Jika pelaku melarikan diri maka polisi akan mendgitaumah korban dan
mengumpulkan bukti-bukti dan jika telah cukup buktaka dengan mininya
sumber informasi, pihak kepolisian menerbitkanatafencarian orang (DP&.

Menyebaran DPO dilakukan oleh pihak kepolisian denmenyebarkannya
ke tempat-tempat keramaian seperti pasar, kantdokgemerintahan maupun
digerbang-gerbang rumah ibadah. Penerbitan DPQaltiaam cukup bermanfaat
bagi kepolisian terutama Polsek Pasir Penyu kapefisi tidak bekerja sendirian
dalam mencari informasi pelaku juga di bantu oledisyarakat bahwa pelaku
sedang bermasalah dengan hukum dan sedang diedri pallisi, membuat
masyarakat dapat lebih behati-hati kembali.

e) Melakukan upay®reventif danRepresif
1) Upaya Preventif

Upaya Preventif dilakukan sebelum terjadinya stiatlak pidana atau
pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum @igérterjadi tindak
pidana di dalam masyarakat. Adapun upaya yangukikak oleh Polsek
Pasir Penyu dalam melakukan pencegahan adalahasdlesigut:

a. Melakukan patroli pada jam-jam rawan
Melakukan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif

dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencuriangah
kekerasan menggunakan senjata api didalam masyayaka mana

¥ bid
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aparat kepolisian lansung terjun ke masyarakatbdagabung dalam
menjaga keamanan dan meniningkatkan ketertiban. gden
melakukan patroli seperti ini, aparat kepolisiapatanengetahui dan
menangani secra langsung sesuai dengan mandatejangliberikan
kepadanya.

Jam rawan yang sering dilakukan patroli adalahtaekam 1
hingga jam 5 pagi didaerah-daerah yang rawan fteijathk pidana
pencurian dengan kekerasan menggunakan senjatd Kppiatan
patroli yang dilakukan dengan menggunakan saramsgortasi roda
empat maupun roda dua. Adapun hasil yang didapatianpatroli
ini yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahat@u tindak
pidana yang terjadi di dan juga jika terjadi tindpldana akan
mempersingkat waktu kepolisian untuk sampai kedbkejadiarf®

b. Mengadakan penyuluhan hukum

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah melakulegryyduhan
hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum yang ddalkukan
adalah dengan langsung aparat hukum terjun kensstaterutama
di tempat-tempat keramaian seperti rumah ibadalmtokd&antor
pemerintahan. Dan juga melakukan pemasangan spetiigatan
akan kejahatan maupun spanduk nomor telepon kaot®i beserta
jajarannya’

c. Menghimbau kepada toko-toko besar dan orang kagaragmasang
kamera CCTV di toko dan rumah.

Upaya selanjutnya yang dilakukan dengan menghinkepada
toko-toko besar dan orang-orang kaya untuk memadamgera
CCTV agar jika terjadi tindak pidana di rumah maupoko mereka
aparat kepolisian akan lebih mudah melakukan pletacderhadap
pelaku tindak pidana.

d. Melakukan pengawalan bagi masyarkat atau perusalesaenhendak
mengambil uang dibank.

Jika masyarakat atau perusahaan meminta bantuayavalan
kepada polisi untuk dikawal maka polisi akan menka@er
pengawalan tanpa adanya bayaran dari masyarakafpatasahaan
tersebut, karena sudah menjadi tugas dan kewaglaenkepolisian
untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat.

2) Upaya Represif
a. Penangkapan
Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam P#&sab 1
KUHAP. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan ekstikan.
Yang dapat melakukan penangkapan adalah penyelid& perintah
penyidik.

Wawancara dengan Anggota Reserse Polsek Pasir R#RYlW Suryanto, bertempat di Mopolsek
Pasir Penyu pada tanggal 10 April 2013 pukul 1v&0
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Penangkapan dapat dilakukan berdasarkan bukti pesmu
yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sahesgpliatur dalam
pasal 184 KUHAP. Penyelidik dapat menangkap terdpgkaku
tindak pidana dengan menunjukan surat perintah nogsagan,
berbeda dengan tertangkap tangan penyelidik dapslbkokan
penangkapan tanpa menujukkan surat penangkapabitedahulu,
jilka sudah dibawa kekantor polisi untuk dilakukaemeriksaan
barulah dapat diterbitkan surat perintah penangkapa

. Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20-31 KUMARk
kepentingan penyelidikan .penyelidik atas perinpgmyidik dapat
melakukan penahanan terhadap pelaku yang didugekuhkain tindak
pidana. Berdasarkan bukti yang cukup dan kekhaavativahwa
pelaku akan melarikan diri dan juga menghilangkdat d@ukti
menjadi dasar penahanan.

Adapun penahan hanya dapat dikenakan terhadapng&esa
yang melakukan tindak pidana dengan acaman hukypeajara
diatas 5 (lima) tahun pejara dengan masa waktua2Ddan dapat
diperpanjang 40 hari, setelah lewat batas waktug ydibentukan
tersangka harus dibebaskan.

. Penggeledahan

Penggeledahan diatur dalam Pasal 32-37 KUHAP. Untuk
melakukan penyelidikan, pemyelidik atas perintamyplik juga
dapat melakukan penggeledahan. Penggeledahan yapat d
dilakukan terhadap pakaian, rumah, kendaraan yaggnakan
terduga pelaku tindak pidana. Untuk melakukan pelegigahan
penyelidik harus menyertakan surat izin dari peilgagetempat dan
surat perintah dari penyidik. Penggeledahan diruyeiy terduga
memiliki alat buti jika diizinkan pemilik rumah has disaksikan oleh
2 orang saksi, jika tidak diizinkan pemilik rumatiawaterduga pelaku
tindak pidana tidak dapat hadir maka polisi haremyertakan kepala
desa atau ketua RT setempat dengan 2 (dua) saksi.

. Penyitaan
Penyitaan diatur dalam Pasal 38-48 KUHAP. Penyitalzh
penyelidik harus berdasarkan perintah penyidikkdkan atas izin
dari pengadilan setempat. Benda yang dapat ddstiala
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yamgukehtau
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana,

2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melaktikdak
pidana,

3) Benda khusus yang diperuntukan untuk melakukamkipidana,

4) Benda lain yang berhubungan dengan tindak pidanag ya
dilakukan.
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F. Penutup

1.

2.

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukarelgan di Kepolisian Sektor
Pasir Penyu adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencuriamgate kekerasan
menggunakan senjata api diwilyah hukum Kepolisi@kt@ Pasir Penyu telah
berjalan dengan baik, penyelidikan dilakukan dengara Pengolahan TKP,
Pengamatanopservasi), Wawancara ifterview), Pembuntutan s(rveillance),
Penyamaranufdercover), Pelacakant{acking), Penelitian dan analisis dokumen.

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat Kepolisiakti@ePasir Penyu dalam
melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian dangekerasan meliputi: (i)
Faktor minimnya kualitas dan kuantitas sumber dayanusia (ii) Faktor
minimnya sarana dan prasarana, (iii) Faktor kurgagkesadaran masyarakat
dalam menjalin kerjasama dengan polisi, (iv) Minyarsumber informasi, (v)
Sulitnya pengungkapan alat bukti.

3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Pasir Pedaiam mengatasi hambatan
dalam penyelidikan tindak pidana pencurian dengeketasan menggunakan
senjata api berupa: (i) Mengadakan pelatihan baggeta kepolisian, (ii)
Mencari alternatif penggunaan sarana dan prasa@manelengkapi sarana dan
prasarana yang kurang, (iii) Menumbuhkan hubungamgy baik dengan
masyarakat, (iv) Mencari dan menerbitkan Daftar d@aan Orang , (V)
Melakukan upay#®reventif danRepresif.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikalasagkan kesimpulan diatas
dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana percudengan kekerasan
menggunakan senjata api adalah sebagai berikut:

1. Agar aparat kepolisian dalam melakukan penyelididgakukan dengan cepat,
dan tepat, karena dengan begitu maka kepentingarkatdan dapat terpenuhi
dan pelaku dapat menerima akibat hukum terhaddquatnnya.

2. Kepada masyarakat agar lebih koperatif untuk metobtugas kepolisian, dan
lebih waspada dalam pencegahan terhadap tindakhgigencurian dengan
kekerasan menggunakan senjata api dan menjadi lpafjsdirinya sendiri.

3. Kepada pimpinan kepolisian dapat melengkapi sadamaprasarana kepolisian
agar nantinya dalam melakukan tugas polisi dapaigefesiensikan waktu yang
singkat dengan hasil sebaik-baiknya.
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